LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1

TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari isi visi misi
dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah;

bahwa dengan diimplementasinya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyebabkan adanya
perubahan kebijakan nasional sehingga Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2014 perlu dirubah dan disesuaikan kembali;

bahwa dalam rangka pengintegrasian, sinkronisasi, dan sinergi
Perencanaan Pembangunan  Daerah kedalam sistem
Pembangunan Nasional, maka diperlukan keselarasan antar
dokumen perencanaan nasional dengan daerah. Untuk itu,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu melakukan
Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-
2018 wuntuk menyesuaikan target pembangunan daerah,
penyesuaian perubahan kewenangan pemerintah Provinsi NTB
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan penyesuaian
adanya beberapa strategi, kebijakan dan program prioritas dari
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB terkait dengan
upaya percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah
Provinsi NTB Tahun 2013-2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1694);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;



13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014
Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2031
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010
Nomor 26);

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan :

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RPJMD Provinsi merupakan penjabaran dari visi misi dan program
Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan pembangunan daerah yang mempedomani RPJPD
Provinsi sebagai wujud dari pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka
mencapai tujuan dibentuknya daerah otonom Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Februari 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.
H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.
H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (1/2/2017)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135



PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Revisi atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 ini dilakukan dengan
beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) adanya perubahan target
pencapaian pembangunan di Provinsi NTB dalam target pembagian peran
pencapaian indikator kinerja pembangunan Nasional 2015-2019, yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; (2) adanya
perubahan kewenangan pemerintah Provinsi NTB sebagaimana telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
dan (3) adanya beberapa strategi, kebijakan dan program baru dari Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan upaya
mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang secara cepat serta upaya
mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penyesuaian
RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan antara lain (1) untuk menjaga
konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang
tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;
(2) untuk meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai
sasaran pembangunan nasional, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2014 perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR:



